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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penetapan tersangka oleh kepolisian didasarkan bukti permulaan 

yang cukup yaitu laporan dan minimal 2(dua) alat bukti guna 

dilakukan gelar perkara untuk memantapkan ditetapkannya 

seseorang sebagai tersangka tindak pidana pembunuhanAdapun 

kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menentukan 

tersangka adalah dikarenakan belum ditemukan saksi yang 

berhubungan langsung dengan tindak pidana atau saksi tidak 

mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi, 

tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu 

kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, tersangka 

dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan 

terorganisir, barang Bukti yang berhubungan langsung dengan 

perkara sulit didapat, diperlukan keterangan ahli yang dapat 

mendukung pengungkapan perkara, dibutuhkan peralatan 

khusus dalam penanganan perkaranya dan tindak pidana yang 

dilakukan terjadi di beberapa tempat. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dipertimbangkan 

beberaapa  saran, yaitu : 

1. Bahwa penyidik ditingkat kepolisian dalam melakukan proses 

penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional, 

proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan 

wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi 

menjadikan seseorang menjadi tersangka dan tetap berpegang 

pada hukum. 

2. Bahwa kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyidikan  

harus didukung oleh personil yang mumpuni, dana operasional 

yang memadai, sarana dan pra sarana yang memadai, dan 

dukungan serta kerjasama dengan pihak terkait untuk 

mengungkap tindak pidana pembunuhan sehingga kurangnya 

bukti dan petunjuk serta yang lainnya tidak menjadi kendala yang 

sulit lagi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan. 
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